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Uraian Materi Kuliah
a. Masa awal kemerdekaan
Setelah Proklamasi Kemerdekaan BI muncullah gangguan-gangguan :
1. Mempertahankan Kemerdekaan dari usaha Belanda yang hendak menjajah Indonesia 
kembali
2. Munculnya pemberontakan-pemberontakan yang bersumber pada Ideologi, disintegrasi, dan untuk mengubah NKRI, misalnya pemberontaka PKI Madiun (1948), DI/TII, RMS, G-30-S/PKI

Sistem pemerintahan yang berdasarkan pada UUD 1945 belum terlaksana, misalnya dengan dibentuknya DPA sementara, MPR/DPR belum terbentuk.
Diberlakukannya Aturan Peralihan Ps.IV UUD 1945 : “…..segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.

Selanjutnya terjadi perkembangan ketatanegaraan Indonesia :
1. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah fungsi, menjadi badan kekuasaan legislative, bedasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 oktober 1945.
2. Maklumat pemerintah tanggal 14 november 1945 : perubahan system pemerintahan Negara dari system cabinet presidensial menjadi system cabinet parlementer, dengan akibat pemerintahan yang tidak stabil (Perdana Menteri silih berganti akibat mosi tidak percaya dari DPR).
3. Tanggal 3 november 1945 dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden tentang pembentukan partai politik. 
4. Sejak tanggal 14 november 1945 kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada KNIP ( yang berfungsi sebagai DPR).

Berdasarkan ideology liberal, pada tanggal 27 desember 1949 dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil kesepakatan Konprensi Meja Bundar (KMB) antara pemerintahan Belanda dengan RI.
Negara RIS tidak lama berlangsung, pada tanggal 17 agustus 1950 Negara RIS kembali menjadi NKRI dengan UUD sementara (UUDS) 1950.
Pada bulan September dan Desember 1955 deadakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih kembali angota DPR dan Konstituante.
Tugas Konstituante : membentuk/menyusun UUD yang tetap, sebagai pengganti UUDS 1950. Untuk mengambil keputusan didasarkan Ps. 137 UUDS 1950, a.l. sebagai berikut :
1. Untuk mengambil keputusan tentang Rancangan UUD yang baru, sekurang-kurangnya 2/3 jumlah angota Konstituante harus hadir.
2. Rancangan tersebut diterima, jika disetujui oleh 2/3 jumlah angota konstituante yang hadir.
Ternyata Konstituante tidak berhasil mencapai kesepakatan membentuk UUD.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit, didasarkan pada hokum darurat Negara (Staatnoordrecht), sbb, :
1. Menetapkan pembubaran Konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi …. Dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR, ditambah dengan utusan daerah dan golongan ….

b. Masa Orde Lama
Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 berlaku kembali. Namun realisasinya tidak terlaksana, yang banyak di pegaruhi paham komunisme. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan ideologis : 
1. Dikukuhkannya ideology Nasakom
2. Doktrin Negara dalam keadaan revolusi ( Revolusi belum selesai )
3. Jabatan Presiden seumur hidup
Penyimpangan-penyimpangan konstitusionil lainnya :
1. Diberlakukannya system Demokrasi Terpimpin ( pimpinan oleh Presiden ) yang merupakan system otoriter.
2. Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi (Pembesrev) berwewenang mengeluarkan produk hokum Penetapan Presiden, yang setingkat dengan UU.
3. Pada tahun 1960 DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah, maka Presiden membubarka DPR dan membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR).
4. Pemimpin Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dijadikan Menteri. Akibatnya ialah ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi, dan keamanan.
Dalam kondisi yang demikianmuncullah Pemberontakan G-30-S/PKI, yang dapat digagalkan
Dipelopori oleh Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa disampaikanlah Tritura ( Tri tuntutan rakyat ), yaitu :
1. Bubarkan PKI
2. Bersihkan Kabinet dari unsure-unsur PKI
3. Turunkan harga ( perbaikan ekonomi )

Gelombang gerakan pemuda/pelajar/mahasiswa semakin besar. Presiden tidak mampu mengendalikan situasi keamanan. Maka dikeluarkanlah Supersemar ( Surat Perintah 11 Maret) yang memberikan wewenang kepada Letjen. Suharto untuk mengembalikan keamanan Negara.
Dengan dikeluarkannya Supersemar 1966 identik dengan lahirnya Orde Baru.
c. Masa Orde Baru
Orde Baru bertekad untuk mempelopori pembangunan nasional Indonesia, disebut juga sebagai Orde Pembangunan. Untuk itu MPR mengeluarkan :
1. Ketetapan ( Tap.) MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat ( Ampera ).
2. Tap. MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang Menarik Kembali Pengangkatan Pembesrev sebagai Presiden Seumur Hidup.
3. Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Aturan Per-UU.
4. Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Penyederhanaan Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan.
5. Tap. MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Kegiatan untuk Menyebarluaskan atau Mengembangkan Ajaran Komunisme/Marxisme, Leninisme.

Pada masa Orde Baru, pe,erintah berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang, antara lain bidang politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan. Di bidang politik dilaksanakanlah Pemilu berdasarkan UU No. 15/1969, UU No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Pada tahun 1971 diadakanlah Pemilu I pada zaman Orde Baru. Semenjak itu telah dihasilkan pula beberapa Ketetapan MPR yang penting, antara lain :
1. Tap. MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN ).
2. Tap. MPR No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
3. Tap. MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( Bkaprasetia Pancakarsa ).
4. Tap. MPR No. VI/MPR/1978 tentang pengukuhan penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara kesatuan RI.

Tata cara pelaksanaan kepemimpinan nasional yang lima tahun telah berjalan dengan baik :
1. Pemilihan anggota DPR/MPR diselenggarakan setiap 5 tahun.
2. MPR mengadakan siding sedikitnya dalam 5 tahun untuk menetapkan GBHN serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.
3. DPA dan BPK mempunyai masa jabatan 5 tahun, dibentuk berdasarkan UUD 1945.
4. Presiden dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri menjalankan tugas berlandaskan UUD 1945 dan GBHN.
5. DPR bersama-sama Pemerintah membuat UU, disamping selalu mengawasi pelaksanaan tugas Presiden.
6. Demikian pula lembaga-lembaga Negara di pusat dan di daerah telah melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan UUD 1945.
7. Presiden/Mandataris MPR mempersiapkan Repejita (Renoana Pembangunan Lima Tahun ) sebagai pelaksanaan dari GBHN.


Ada sejumlah langkah kenegaraan yang penting sebagai pelengkap atau pengembang UUD 1945, atara lain :
1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
2. Pidato Kenegaraan Presiden di depan siding DPR setiap tanggal 16 Agustus yang berisi laporan pelaksanaan tugas pemerintahan tahun lalu.
3. Penyampaian pertanggung jawaban Presiden pada masa akhir jabatannya di depan MPR.
4. Usaha Presiden untuk menyiapkan bahan-bahan GBHN sebelum siding MPR berlangsung.

Pada awalnya BI merasakan peningkatan/perbaikan nasib bangsa. Namun lambat laun program-program Negara bukan untuk rakyat, tetapi demi kekuasaan. Orde Baru menjadi otoriter. Realisasi UUD 1945 memberikan porsi yang banyak kpd. Presiden Praktek KKN, pelanggaran HAM, kekuasaan politik Orde Baru semakin sulit untuk dikontrol.
Pada waktu terjadi krisis moneter khususnya di Asia Tenggara, di Indonesia krisis tsb. Berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Generasi muda dipelopori oleh mahasiswa mengadakan Gerakan Reformasi, dengan tuntutan agar Presiden Suharto mengundurkan diri, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Suharto, menghapuskan KKN.

d. Masa Reformasi
Awal keberhasilan gerakan reformasi ialah dengan berhentinya Suharto dari jabatannya sebagai Presiden RI, dan digantikan oleh Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 Tanggal ini dianggap Indonesia memasuki era Reformasi.

1. Pemilihan Umum Tahun 1999.
Pada tanggal 7 Juni 1999 diadakan Pemilu yang diikuti oleh 48 Parpol peserta Pemilu tahun 1999.

2. MPR tahun 1999-2004
Menurut UU No. 4 tahun 1999 tentang susunan MPR-DPR-DPRD, jumlah anggota MPR adalah 700 orang :
1. Anggota DPR sebanyak 500 orang ( 462 dipilih dalam Pemilu dan 38 orang anggota TNI/Polri yang diangkat )
2. Utusan Daerah sebanyak 135 orang, yaitu 5 orang dari setiap Daerah tingkat I.
3. Utusan Golongan sebanyak 65 orang.

3. Hasil Sidang Umum MPR 1999
Sidang Umum MPR tanggal 14 s.d. 21 Oktober 1999 berhasil menetapkan :
1. GBHN tahun 1999-2004 berdasarkan Tap. MPR No. IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999.
2. Pengangkatan Presiden RI ke-4 : K.M Abdurrahman Wahid, dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
3. Perubahan ( Amandemen ) I UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.
Selanjutnya Amandemen II, III, dan IV pada Sidang-sidang Tahunan MPR pada Tahun 2000, 2001, dan 2002
Penyimpangan atas makna UUD 1945 oleh pemerintahan Orde Baru antara lain disebabkan oleh kelemahan dalam beberapa pasal UUD 1945, sehingga perlu diamandemen.

4.    Beberapa produk peraturan/per-UU, yang dihasilkan, a.l. :
       Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ).
UU No. 2/1999 tentang Parpol, UU No. 3/1999 tentang Pemilu, UU No. 4/1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU tentang Otonomi Daerah yang terdiri atas UU No. 22/1999 tentang pemerintahan Daerah, dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

5.  Pada tanggal 23 Juli 2001 MPR memutuskan memberhentikan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dalam Sidang Istimewa MPR, karena tidak bersedia mempertanggung jawabkan tindakannya yang di tuduh oleh DPR melanggar haluan Negara. Sebagai penggantinya ialah Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI, sebagai Wakil Presiden ialah Hamzah Haz.

	6.    Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, maka Presiden dan Wakil 
	Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Untuk periode 2004-2009 terpilih Soesilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden dan Muhammad Joesoef Kalla sebagai Wakil Presiden. Di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen tidak ada lagi GBHN yang disusun oleh MPR, maka untuk melaksanakan pembangunan lima tahunan, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) oleh presiden terpilih, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ).

	        	























